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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 39 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASTKMALAYA,

bahwa dalam rangka intensifikasi Pajak Daerah khususnya
yang berasal dari sektor hiburan, dipandang perlu menjaring
potensi Pajak Hiburan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tasikmalaya tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Hiburan,;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaien dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2104);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);
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Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15
Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008
Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 8);

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 39 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan
hiburan.
Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan
dipungut bayaran.

Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

()
(3)

MR MO Qe TP

Tontonan Film;

Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

Pameran;

Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya,

Sirkus, akrobat, dan sulap;

Permainan bilyard, golf, dan bowling;

Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;

Panti pijat, refleksi, relaksasi, mandi uap/spa, terapi air, pusat

kebugaran (fitness center) atau nama lain yang sejenis;
Pertandingan dan/atau prmainan olah raga;

Hiburan kesenian rakyat/tradisional;

Tempat rekreasi atau nama lain yang sejenis.



2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tarif Pajak Hiburan sebagai berikut :

a. Tontonan Film sebesar 25% (dua puluh lima persen);

b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 15% (lima belas
persen);

c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima
persen);

d. Pameran sebesar 20% (dua puluh persen);

e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima
persen);

f. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen);

g. Permainan bilyard, golf, dan bowling sebesar 25% (dua puluh lima persen);

h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 15%
(lima belas persen);

i. Panti pijat, refleksi, relaksasi, mandi uap/spa, terapi air, pusat kebugaran
(fithess center) atau nama lain yang sejenis sebesar 25% (dua puluh lima
persen);

j. Pertandingan dan/atau permainan olah raga 15% (lima belas persen);

k. Hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);

1. Tempat rekreasi atau nama lain yang sejenis sebesar 25% (dua puluh lima
persen).

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 28 Mei 2014

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM
Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2g lei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
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